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Majene, Mei 2023 
INSPEKTUR, 

ANDI AMRAN, SH.,MH 

KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan 

rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah 

Kab.Majene Tahun 2024 dapat diselesaikan. Renja ini disusun dengan berpedoman 

kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun 2021-2026 

dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja ini sendiri berisikan 

rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2024, dan 

akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kab.Majene. 

Sebagai tindak lanjut dari Implementasi Renstra yang telah disusun untuk masa 5 

(lima) tahun tersebut, Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan 

internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya 

berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di tahun 2024 sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada 

Inspektorat Daerah Kab.Majene. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak 

yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari 

semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT 

selalu meridai segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang 

menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) 

tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematik dari 

Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Renja memuat tujuan, 

sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi suatu OPD dalam rangka mencapai visi misi kepala daerah. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang 

lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Inspektorat Daerah Kab. Majene sebagai salah satu OPD di lingkungan 

Pemerintah Kab.Majene wajib menyusun Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kab.Majene adalah lembaga 

pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan 

pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan 

dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi 

informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin 

diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Inspektorat 

Daerah Kab. Majene 2021-2026. 

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kab. Majene bukanlah kegiatan yang 

berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari 

rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Renja Inspektorat Daerah Kab.Majene merupakan bagian yang utuh dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Inspektorat Daerah. 

Selain itu, penyusunan rancangan Renja PD Tahun 2024 dapat disesuaikan dengan 

evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. 

Dalam menyusun Renja PD 2024 mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan 

pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun  2017  (Permendagri  86  Tahun  2017)  tentang  Tata  Cara     Perencanaan, 

s 
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Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja PD tahunan juga diperlukan 

untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin 

menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat karena perencanaan jangka 

menengah 5 tahunan berisiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran 

tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara 

penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh 

Permendagri 86 Tahun 2017. 

Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil 

evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Renja yang terukur dan 

didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang 

digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang 

lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan 

daerah. Maka, penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kab.Majene sebagaimana 

Permendagri 86 tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Persiapan penyusunan Renja PD; 

b. Penyusunan rancangan awal Renja PD; 

c. Penyusunan rancangan Renja PD; 

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah; 

e. Perumusan rancangan akhir; dan 

f. Penetapan Renja PD. 

Renja PD yang telah disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra 

perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode 

sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, 

indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja perangkat daerah, sesuai dengan 

rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja PD juga disusun 

berdasarkan Renstra perangkat daerah, dimana Renstra perangkat daerah menjadi 

acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta 
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prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke 

dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Resntra perangkat daerah. Renja seluruh 

perangkat daerah se-Kab.Majene akan menjadi bagian dari RKPD Kab.Majene. RKPD 

menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja perangkat daerah adalah 

komponen penting yang harus dibuat. Renja perangkat daerah berhubungan 

langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama 

penyelenggaraan pemerintah daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kab.Majene mengacu dan 

berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Nomor 4287); 

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421); 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana    Pembangunan 
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Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja 

Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Majene 

q. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019  tentang Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 adalah 

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan 

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang 

dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

perangkat daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah sinkronisasi untuk 

mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan 

mengutamakan isu-isu strategis tahun 2024. 

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah: 

a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kab.Majene dalam 

menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD; 

b. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami 

oleh semua pihak yang berkepentingan; 

c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan organisasi; 

d. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi- 

fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat; 

e. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja. 
 

Pemerintah Kab. Majene dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip- prinsip good 

governance dan clean government. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kab.Majene tahun 2024 ini 

memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 

Kab.Majene. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing–masing bab sebagai 

berikut: 
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Bab l.  Pendahuluan 

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan 

baik. 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi inspektorat 

dalam penyusunan Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara 

Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya 

dalam proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), 

kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja 

Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun 2024. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah 

Kab.Majene serta susunan garis besar isi dokumen. 
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Bab ll.  Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun Lalu 

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari    Renja 

tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta 

kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu 

Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Periode 2021-2026 

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 dan perkiraan 

pencapaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD tahun berjalan. 

Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat 

Daerah Periode 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan 

Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan. 

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 

Inspektorat Daerah 

Berisikan uraian mengenai: perkembangan tingkat kinerja pelayanan 

Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, 

dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan 

dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting 

berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana 

yang akan datang. 

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai: membandingkan antara rancangan awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alas an 

proses perbandingan dilakukan, dan penjelasan temuan dari hasil 

perbandingan. 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Inspektorat Daerah tidak langsung berhubungan dengan usulan dan 

program kegiatan masyarakat. 



Rencana Kerja (RENJA) 

Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun 2024 8 

 

Bab lll. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kab.Majene 

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang 

menyangkut arah kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan 

dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan. 

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas 

pembanguan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi Inspektorat Daerah. 

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah 

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja 

Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026. 

Bab lV. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kab.Majene 

Pada bagian ini menjabarkan tentang rencana kerja dan pendanaan dalam 

satu tahun anggaran. 

4.1. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah 

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 

Bab V. Penutup 

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, 

kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

HASIL  EVALUASI  RENJA 

INSPEKTORAT DAERAH KAB. MAJENE TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Inspektorat Daerah. 

Pada BAB ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Inspektorat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 sesuai anggaran 

tahun 2023, serta pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan 

realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun – tahun sebelumnya. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan 

pengawasan, pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kab.Majene melaksanakan 3 

(Tiga) program pokok yang terdiri dari : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Kegiatan Perencaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; 

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; 

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; 

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD; 

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 

Kegiatan Administrasi Keuangan mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; 

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD; 

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. 
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Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai sub 
kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; 

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai sub kegiatan 
sebagai berikut : 

a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 

c. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

d. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

dan Lapangan 

b. Pemeliharaan Mebel 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

 Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal mempunyai sub kegiatan 
sebagai berikut : 
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 

c. Reviu Laporan Kinerja 

d. Reviu Laporan Keuangan 

e. Pengawasan Desa 

f. Kerjasama Pengawasan Internal 

g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan APIP 
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Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 
mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

 

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan mempunyai sub kegiatan sebagai berikut : 
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi mempunyai sub kegiatan sebagai 
berikut: 

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 

b. Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi 

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 

Sasaran-sasaran di atas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik 

sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 

Rp6.166.713.277,- atau 83,54% dari total anggaran sebesar 

Rp7.381.364.061,-. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 

Rp4.288.089.629,- dengan realisasi belanja sebesar Rp4.195.308.427,- atau 

97,84% dan belanja langsung sebesar Rp3.093.274.432,- dengan realisasi 

belanja sebesar Rp1.971.404.850,- atau 63,73%. 

Hal–hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh: 

1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran; dan 

2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif dilaksanakan 

pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir tahun anggaran. 

Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut: 
 

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

 Jumlah Dana : Rp.5.633.763.061,- 

 Realisasi Keuangan : Rp.5.211.944.327,- 

2. Program : Penyelenggaraan Pengawasan 
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 Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan 

Aset Kinerja Dilingkungan Pemerintah 

 Jumlah Dana : Rp.1.418.850.000,- 

 Realisasi Keuangan : Rp.   846.293.950,-  

 

 
3. Program : Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi  

 Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Pendampingan dan 

Asistensi Terhadap Perangkat Daerah  

 Jumlah Dana : Rp.328.750.000,- 

 Realisasi Keuangan : Rp.108.475.000,- 
 

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun 

sebelumnya dengan pencapaian target Renstra dapat dilihat pada table 2.1. berikut: 



 

Tabel 2.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah 

Kab.Majene dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab.Majene s/d 

Tahun 2023 
 

 
 

 

Kode 

 
 

Urusan/ Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah/ 
Program/ Kegiatan 

 
Indikator 

Kinerja 
Program 

(outcome) / 
Kegiatan 

(output) 

Target 
capaian 
kinerja 
Renstra 
SKPD 

Tahun 
2023 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 
Keluaran 

Kegiatan s/d 
Tahun 2022 

 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 

 
Target 

program 
dan 

kegiatan 
tahun 

2022 

Perkiraan Realiasai Capaian 
Target Renstra Program/ 

Kegiatan SKPD s/d Tahun 
berjalan 2022 

Target 
Renja 
Tahun 

2022 

Realisasi 
Renja 
Tahun 

2022 

Tingkat 
Realsisasi 

Tahun 

2022 (%) 

Realisasi 
Capaian 

Tahun 2022 

Tingkat 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10= (5+7+9) 11= (10/4) 

6 Unsur Pengawasan 
Urusan Pemerintahan 

         

6.01 Inspektorat Daerah          

 
 

6.01.01 

 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 

perkantoran 

 
 

100 % 

     
 

95 % 

  

 

6.01.01.2.01 
 

Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

         

 

6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan     
Perangkat 

Daerah 

 
   3 Dok 

 

 
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 

6.01.01.2.01.02 
Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD  

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 

6.01.01.2.01.03. 
Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 
6.01.01.2.01.04 

 

Koordinasi dan Penyusunan 

DPA - SKPD 

Jumlah Dokumen 
DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 

6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA - SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 



 

 
6.01.01.2.01.06 

 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD  

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 
 

6.01.01.2.01.07 

 

 

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah   Laporan   
Evaluasi   Kinerja   

Perangkat  

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 

6.01.01.2.02 

 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

         

 

 

6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji  dan 
Tunjangan ASN 

 

56 Jenis 
 

35 Jenis 
 

35 Jenis 
 

35 Jenis 
 

100% 
 

36 Jenis 
 

35 Jenis 
 

98% 

 
6.01.01.2.02.02 

 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 

 
300 HOK 

 
60 HOK 

 
60 HOK 

 
60 HOK 

 
100% 

 
56 HOK 

 
116 HOK 

 
100% 

 

 
6.01.01.2.02.03 

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

- - - - - - - - 

 
6.01.01.2.02.04 

 

Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

Jumlah  Dokumen  
Koordinasi  dan  
Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD 

- - - - - - - - 

 

6.01.01.2.02.05 
 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Alhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun  SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi  

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

 
5 Dok 

 

 
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 

6.01.01.2.02.06 
Pengelolaan dan Penyiapan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

- - - - - - - - 



 

 
6.01.01.2.02.07 

 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semeteran 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran  SKPD 

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 
6.01.01.2.02.08 

 
Penyusunan Pelaporan  
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    
Analisis 

3 Dok  
1 Dok 

1 Dok 1 Dok  
100% 

 
5 Dok 

 
5 Dok 

 

 
100% 

 

6.01.01.2.05 

 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

         

 

6.01.01.2.05.02 
 

Pengadaan Pakaian Dinas 

beserta atribut 
kelengapannya 

Jumlah  Paket  

Pakaian  Dinas  
beserta  Atribut 
Kelengkapan 

 

 

2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 2 Paket 100% 

 
6.01.01.2.05.09 

 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai berdasarkan tugas 
dan fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi yang 

Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

 
 

 56 Pegawai 56 Pegawai 56 Pegawai 56 Pegawai 98% 56 Pegawai 56 Pegawai 98% 

 

6.01.01.2.06 

 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

         

 

6.01.01.2.06.05 
 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

 
 

60 Bulan 

 

 
12 Bulan 

 

 
12 Bulan 

 

 
12 Bulan 

 

 
100% 

 

 
12 Bulan 

 

 
24 Bulan 

 

 
40% 

   6.01.01.2.06.06 
Penydiaan Bahan bacaan dan 
peraturan perundang - undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

 

 
2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% 

   6.01.01.2.06.08   Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

 

 
300 Orang 

 

 
60 Orang 

 

 
60 Orang 

 

 
48 Orang 

 

 
80% 

 

 
46 Orang 

 

 
106 Orang 

 

 
35,33 % 

 
 6.01.01.2.06.09 

 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah      Laporan      

Penyelenggaraan      
Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

 
206 HOK 206 HOK 206 HOK 206 HOK 89% 206 HOK 206 HOK 89% 



 

 

6.01.01.2.07 

 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

         

 
6.01.01.2.07.02 

 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Opersional atau Lapangan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 

Disediakan 

 

 
2 Unit 

2 Unit 2 Unit 0 Unit 

 
 

  0% 2 Unit 2 Unit 

 
 

0% 

 
6.01.01.2.07.10 

 

 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung kantor 
atau bangaunan Lainnya 

Jumlah   Unit   Sarana   
dan   Prasarana   
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 70% 1 Unit 1 Unit 63% 

 

6.01.01.2.08 

 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

 

         

 
 

6.01.01.2.08.01 
 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa     
Surat 
Menyurat 

 

 

  45 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 94,04% 45 Laporan 45 Laporan 
 

79,79% 

 

6.01.01.2.08.02 
 

Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  

Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

 

 

  49 Laporan 
45 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 94,04% 45 Laporan 45 Laporan 79,79% 

 

 
6.01.01.2.08.03 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

 

 

  46 Laporan 
45 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 94,04% 45 Laporan 45 Laporan 79,79% 

 

6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan 
Umum Kantor yang 

Disediakan 

 

32 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 45 Laporan 94,04% 45 Laporan 45 Laporan 79,79% 

 

6.01.01.2.09 

 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

         

6.01.01.2.09.02 

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional dan Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

 

12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 

 

93,10% 12 Unit 12 Unit 

 

80,59% 



 

6.01.01.2.09.05 
 

Pemeliharaan Mebel 
Jumlah Mebel yang 

Dipelihara 

 

22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 

 

93,10% 22 Unit 22 Unit 

 

80,59% 

6.01.01.2.09.10 

 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah  Sarana  dan  
Prasarana  Gedung  

Kantor atau 
Bangunan           
Lainnya  yang 
Dipelihara/Direhabilita

si 

 

16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 93,10% 16 Unit 

 
 

16 Unit 

 

80,59% 

6.01.02 
Program Penyelenggaraan 
Pengawasan 

         

6.01.02.02.1 
Penyelenggaraan Pengawasan 

Internal 

         

6.01.02.02.1.01 
Pengawasan Kinerja Pemerintah 
Daerah 

Jumlah   Laporan   

Hasil   Pengawasan   
Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Terhadap OPD 

 

56 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.1.02 Pengawasan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah  Laporan  
Hasil  Pengawasan  

Keuangan 

 

32 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.1.03 Reviu Laporan Kinerja 
Jumlah Laporan Hasil 

Reviu Laporan Kinerja 

 

43 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.1.04 Reviu Laporan Keuangan 
Jumlah Laporan Hasil 

Reviu Laporan 

Keuangan 

 

13 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.1.05 Pengawasan Desa 
Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Desa 

 

62 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.1.06 Kerjasama Pengawasan Internal 
Jumlah  Kesepakatan  
Pengawasan  Internal 
yang 

Terbentuk 

 

24 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 



 

6.01.02.02.1.07 
Monitoring dan Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 
dan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Jumlah Dokumen 
Hasil Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI 
dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 
APIP 

 

23 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.2 
Penyelenggaran Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 

         

6.01.02.02.2.01 Penanganan Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian 
Kerugian 
Negara/Daerah yang 

ditangani 

 

12 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.02.02.2.01 Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu 

Jumlah Laporan hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

 

14 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.03 

Program Perumusan 

Kebijakan, Pendampingan dan 
Asistensi 

         

6.01.03.02.01 

Perumusan Kebijakan Teknis 

di Bidang Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

         

6.01.03.02.01.01 
Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

Jumlah rekomendasi 
kebijkan teknis 

dibidang pengawasan 
yang disusun 

 

5 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.03.02.01.02 
Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang Fasilitasi Pengawasan 

Jumlah rekomendasi 
kebijkan teknis 

dibidang fasilitasi 
pengawasan yang 
disusun 

 

5 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.03.02.02 Pendampingan dan Asistensi 
         

6.01.03.02.02.01 Pendampingan dan Asistensi 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah perangkat 
daerah yang 

dilakukan 

pendampingan dan 
asistensi urusan 
pemerinthan daerah 

 

24 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 



 

6.01.03.02.02.02 Pendampingan Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian Reformasi Birokrasi 

Jumlah perangkat 
daerah yang 

dilakukan  

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 

 

26 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.03.02.02.03 

Koordinasi, Monitoring dan 
Evaluasi Serta Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 

Jumlah kegiatan 
koordinasi, monitoring 

dan evaluasi serta 
verifikasi pencegahan 
dan Pemberantasan 
korupsi. 

 

36 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 

6.01.03.02.02.04 
Pendampingan, Asistensi 
dan Verifikasi Penegakan 
Integritas 

Jumlah perangkat 

daerah yang 
dilakukan 
pendampingan 
asistensi dan verifikasi 

penegakan integritas 

 

45 LHP 

 

29 LHP 

 

29 LHP 

 

27 LHP 

 

93,10% 

 

27 LHP 

 

54 LHP 

 

80,59% 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. 

Di dalam Peraturan Bupati Kab. Majene nomor 40 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kab.Majene, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah 

Kab.Majene terdiri dari terdapat 7 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II.b, 4 (empat) jabatan eselon III.a, dan 1 

(satu) jabatan eselon IV.a. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, maka Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan  

c. pengawasan lainnya; 

d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; 

e. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kab.Majene didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus sdapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2021 diukur dengan berpedoman 



 

pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Berpedoman pada Permendagri no. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

120/313/otda perihal penyusunan LPPD. 

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan 

Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, Inspektorat Daerah menentukan sendiri tolak ukur kinerja dan 

indikator kinerja lainnya dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga merujuk pada norma dan standar 

pelayanan pada BPKP dan APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. 

berikut: 
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Tabel 2.2. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab.Majene 
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NO. 

 

INDIKATOR 

SPM/ 
Standar 
Nasional 

 

IKK 

Target Renstra Inspektorat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
 

Catatan/Analisi 
 Tahun 

2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2024 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2024 

Tahun 
2024 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12  

 
1 

Persentase Hasil 
Pemeriksaan Yang Ditindak 
Lanjuti 

  

100 100 100 100 
 

100 
 

100 
 

99,88% 

 
97% 

 
100 

 
100 

 

 

2 

Persentase Catatan/Saran Hasil 
Reviu Dokumen Perencanaan 
dan Penganggaran Yang 
Ditindak Lanjuti 

  

100 100 100 100 
 

100 
 

100 99,88% 

 

96% 
 

100 
 

100 

 

 
 

3 

Persentase OPD Yang 
Dievaluasi SAKIPnya Minimal 
B 

  

12 12 14 16 18 20 

 
99,88% 

 
 

94% 14 16 

 

4 Persentase Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal 

  
100 100 100 100 

 
100 

 

100 99,88% 93% 100 100 
 

5 Penyediaan Dokumen Program 
Kerja Pengawasan Tahunan 
Tepat Waktu 

  

40 40 50 60 70 80 99,57% 98% 50 60 

 

6 Jumlah OPD yang 
mendapatkan pendampingan 
mnuju predikat wilayah bebas 
 korupsi (WBK) dan/atau 
wilayah birokrasi yang bersih 
dan melayani (WBBN) 

  

N/A 4 6 9 12 15 99,57% 97% 6 9 

 



 

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 
 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Majene di atas terdapat 

beberapa tantangan dan permasalahan dalam peningkatan kinerja antara lain :  

1. OPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar; 

2. Ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja hingga ke keuangan daerah; 

3. OPD masih kurang Peduli, terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

4. Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas; 

5. Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa); 

6. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh OPD; 

7. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) tidak  sepenuhnya controllable  bagi 

Inspektorat; 

8. Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit 

program yang konsisten); 

9. Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik  yang administratif masih 

lemah; 

10. Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi; 

11. Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan; 

12. Hard and soft controll atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan. 

             Permasalahan tersebut diatas dapat ditentukan isu-isu penting dalam 

penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut : 

1 .Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah; 

2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan; 

3. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah 

(SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah Kab.Majene; 

4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5.Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kab. Majene atas Pengaduan Masyarakat 

terhadap proses pembangunan Kab.Majene. 

6. Kapabilitas APIP dan maturitas SPIP Inspektorat Daerah pada level 3 tahun 2020. 

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak 

positif terhadap Visi dan Misi Bupati Majene serta Visi dan Misi Inspektorat khususnya. 
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Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses 

pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis 

meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta 

secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsi Inspketorat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi organisasi dimasa 

yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan 

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau 

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

yangpemerintahansebagai salah satu pilar manajemenInspektorat

jalannya pemerintahan, wajibbertanggungjawab melakukan pengawasan atas

melakuka mengantisipasi tuntutanuntukstrategidan menyiapkanantisipasin

rangka mengambil peran dandalamtersebutstrategislingkunganperubahan

memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

kepemerintahan yang bersih (clean government). Inspektorat Daerah Kab.Majene 

sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai 

pemberi konsultan dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu 

kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai 

watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.  
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2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan 

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada 

Inspektorat Daerah Kab.Majene dilakukan proses membandingkan antara 

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan 

diantaranya: 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal 

kerjasatuanpadakebutuhanRKPD dengan Inspektor Daerahat

Kab.Majene. 

b. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai 

rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. 

c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat di 

rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun 

besarannya berbeda. 

Dibandi maka RENJArancangan RKPD,ngkan dengan  adatidak

perbedaan dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Pembandingan antara rancangan RKPD dengan Renja menjadi 

penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA 

PPAS dan RAPBD Kab. Majene. Dengan demikian amat penting untuk 

menyusun Renja skpd dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum 

dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan 

keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kab.Majene. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel T-C.31 berikut ini: 
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Tabel T-C.31 

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 
Inspektorat Daerah Kab. Majene 

 

 
No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Ket 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator 

Kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

(Rp.) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (7) (8) (9) (10
)  

 

2.01 

Program 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Cakupan 

pemenuhan 
kebutuhan 

penunjang 
urusan 

pemerintah
an daerah 

 
 

100 % 

 
 

6.437.357.195 

Program 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

 Cakupan 

pemenuhan 
kebutuhan 

penunjang 
urusan 

pemerintahan 
daerah 

 
 

100 % 

 
 

6.437.357.195 

 

 

 

01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

   

84,000,000 

Perencanaan, 
Penganggaran
, dan Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

   

84,000,000 

 

 

01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan     
Perangkat 
Daerah 

3 Dok 12,000,000 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan     
Perangkat 
Daerah 

3 Dok 12,000,000 

 

 

02 
Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD  

3 Dok 12,000,000 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-

SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD  

3 Dok 12,000,000 

 

 

03 

 

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

3 Dok 10,000,000 

 

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

3 Dok 10,000,000 

 

 

04 
Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

1 Dok 20,000,000 
Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD Kab. Majene, 

Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

1 Dok 20,000,000 

 

 

05 
Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD 

1 Dok 10,000,000 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD 

1 Dok 10,000,000 

 

 

06 
Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

2 Lap 10,000,000 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

2 Lap 10,000,000 
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07 
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah   Laporan   

Evaluasi   Kinerja   

Perangkat  

6 Lap 10,000,000 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah   Laporan   

Evaluasi   Kinerja   

Perangkat  

6 Lap 10,000,000 

 

 

02 Administrasi 
Keuangan 

   
4.824.357.194,76 Administrasi 

Keuangan 
 

  
4.824.357.194,76 

 

 

01 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji  dan 
Tunjangan ASN 

55 OB 4.684.357.194,76 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji  dan 
Tunjangan ASN 

55 OB 4.684.357.194,76 

 

 

02 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan 
Administrasi 

30 Dok 80,000,000 

Penyediaan 

Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

30 Dok 80,000,000 

 

 

03 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

7 Dok - 

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

7 Dok - 

 

 

04 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah  Dokumen  
Koordinasi  dan  
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

8 Dok - 

Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah  Dokumen  
Koordinasi  dan  
Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD 

8 Dok - 

 

 

05 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi  
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 Laporan 25,000,000 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

1 Laporan 25,000,000 

 

 

06 
Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Dokumen 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

6 Laporan - 

Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan 

Pemeriksaan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 
dan Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

6 Laporan - 

 

 

07 

 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/S
emesteran  SKPD 

5 Laporan 25,000,000 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Sem

esteran  SKPD 

5 Laporan 25,000,000 

 

 

08 Penyusunan Pelaporan 
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    
Analisis 

1 Dok 10,000,000 

Penyusunan 

Pelaporan dan 
Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    
Analisis 

1 Dok 10,000,000 

 

 

05 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

   

230,000,000 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 

  

230,000,000 
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02 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut 

Kelengkapan 

62 Paket 80,000,000 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut 

Kelengkapan 

62 Paket 80,000,000 

 

 

09 
Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan 
dan Pelatihan 

62 Org 150,000,000 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

62 Org 150,000,000 

 

06 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

   
397,620,000 

Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

 
  

397,620,000 
 

05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

100 Dok 30,000,000 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

100 Dok 30,000,000 
 

06 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

1 Dok 2,000,000 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

1 Dok 2,000,000 

 

08 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

52 Lap 70,000,000 
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

52 Lap 70,000,000 

 

09 

Penyelenggaran Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      
Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

255 Kegiatan 295,620,000 

Penyelenggaran 

Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      
Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

255 Kegiatan 295,620,000 

 

 
07 

 

 

 

 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

   

278,380,000 

Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 
Daerah 

   

278,380,000 

 

02 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 

Disediakan 

2 Unit 67,380,000 

Pengadaan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau 
lapangan yang disediakan 

2 Unit 67,380,000 

 

10 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah   Unit   Sarana   
dan   Prasarana   

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

15 Unit 211,000,000 

Pengadaan Sarana 
dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah   Unit   Sarana   
dan   Prasarana   Gedung 

Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

15 Unit 211,000,000 

 

 

09 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 
  

118,000,000 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 
  

118,000,000 

 

 

01 
 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa     

Surat 
Menyurat 

401 Surat 25,000,000 

 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa     Surat 
Menyurat 

401 Surat 25,000,000 
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02 
 

Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

3 Rekening 44,000,000 

 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan 

3 Rekening 44,000,000 

 

 

03 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

10 Kali 10,000,000 

Penyediaan 
Jasa Peralatan 

dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

10 Kali 10,000,000 

 

 

04 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 
Umum Kantor yang 
Disediakan 

4 OB 39,000,000 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   

Pelayanan 
Umum Kantor yang 
Disediakan 

4 OB 39,000,000 

 

09 
Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

   
505,000,000 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

   
505,000,000 

 

 

02 
 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional dan 
Lapangan 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

16 Unit 100,000,000 

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Pajak, dan 

Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional dan 
Lapangan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah kendaraan dinas 
operasional atau 
lapangan yang disediakan 

jasa pemiliharaan, biaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan 

16 Unit 100,000,000 

 

 

05 
 

Pemeliharaan Mebel 
Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

27 Unit 5,000,000 
 

Pemeliharaan Mebel 
Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah mebel yang 
dipelihara 

27 Unit 5,000,000 

 

 

 

10 

 

Pemeliharaan/Rehabi
litasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 
Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah  Sarana  dan  
Prasarana  Gedung  
Kantor atau Bangunan           

Lainnya  yang 

Dipelihara/Direhabilitas
i 

2 Unit 400,000,000 

 

Pemeliharaan/R
ehabilitasi 

Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah sarana dan 
prasarana gedung kantor 
atau bangunan lainnya 
yang 

dipelihara/direhabilitasi 

2 Unit 400,000,000 

 

 

  1.02  

 

Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

   

1,730,000,000 

 

Program 
Penyelenggara
an 
Pengawasan 

   

1,730,000,000 

 

 

01 Penyelenggaran 
Pengawasan Internal 

   
1,630,000,000 

Penyelenggaran 
Pengawasan 
Internal 

   
1,630,000,000 

 

 

01 Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah   Laporan   
Hasil   Pengawasan   
Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Terhadap OPD 

90 LHP 200,000,000 Pengawasan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah   Laporan   Hasil   

Pengawasan   Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Terhadap OPD 

90 LHP 200,000,000 

 

 

02 
Pengawasan 
Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah  Laporan  Hasil  
Pengawasan  

Keuangan 

67 LHP 200,000,000 

Pengawasan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah  Laporan  Hasil  

Pengawasan  Keuangan 
67 LHP 200,000,000 
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03 
Reviu Laporan Kinerja 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan Kinerja 

30 LHP 230,000,000 Reviu Laporan 
Kinerja 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Hasil 

Reviu Laporan Kinerja 
30 LHP 230,000,000 

 

 

04 
Reviu Laporan Keuangan 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan 
Keuangan 

32 LHP 250,000,000 Reviu Laporan 
Keuangan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru Jumlah Laporan Hasil 

Reviu Laporan Keuangan 
32 LHP 250,000,000 

 

05 Pengawasan Desa 
Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Desa 

62 LHP 200,000,000 Pengawasan Desa 
Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Desa 
62 LHP 200,000,000 

 

06 Kerjasama Pengawasan 
Internal 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah  Kesepakatan  
Pengawasan  Internal 
yang 

Terbentuk 

32 Kes 400,000,000 
Kerjasama Pengawasan 
Internal 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah  Kesepakatan  

Pengawasan  Internal 

yang 

Terbentuk 

32 Kes 400,000,000 

 

07 

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Dokumen Hasil 
Monitoring dan 

Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK 
RI dan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan 

APIP 

15 Dok 150,000,000 

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan BPK RI dan 
Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan APIP 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Dokumen Hasil 

Monitoring dan Evaluasi 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI dan 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP 

15 Dok 150,000,000 

 

02 
Penyelenggaran 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

   
100,000,000 

Penyelenggaran 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

   
100,000,000 

 

01 Penanganan Penyelesaian 
Kerugian Negara/Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah yang 
ditangani 

15 LHP 50,000,000 

Penanganan 
Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan Penanganan 

Penyelesaian Kerugian 

Negara/Daerah 

15 LHP 50,000,000 

 

02 Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah Laporan hasil 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

10 LHP 50,000,000 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Laporan Terhadap 

Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Yang 

Dilakukan 

10 LHP 50,000,000 

 

1.03 
Program Perumusan 
Kebijakan, Pendampingan 

dan Asistensi 

   
780.000.000 

Program Perumusan 
Kebijakan, 

Pendampingan dan 
Asistensi 

   
780.000.000 

 

01 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 
Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan 

   
60,000,000 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 
Pengawasan dan 
Fasilitasi Pengawasan 

   
60,000,000 
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01 Perumusan Kebijakan Teknis 
di Bidang Pengawasan 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah rekomendasi 
kebijkan teknis 
dibidang pengawasan 

yang disusun 

32 Reko 30,000,000 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 

Pengawasan 
Kab. Majene, 

Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Hasil 

Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan 

32 Reko 30,000,000 

 

02 
Perumusan Kebijakan Teknis 
di Bidang Fasilitasi 
Pengawasan 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah rekomendasi 
kebijkan teknis 

dibidang fasilitasi 
pengawasan yang 
disusun 

32 Reko 30,000,000 

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Fasilitasi Pengawasan 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Hasil 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang Fasilitasi 

Pengawasan 

32 Reko 30,000,000 

 

02 Pendampingan dan 
Asistensi 

   720.000.000 
Pendampingan dan 
Asistensi 

   720.000.000  

01 Pendampingan dan Asistensi 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah perangkat 

daerah yang dilakukan 
pendampingan dan 
asistensi urusan 

pemerinthan daerah 

22 LHP 180,000,000 

Pendampingan dan 
Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Asistensi 

dan Pendampingan 

terhadap Obyek 

Pengawasan 

22 LHP 180,000,000 

 

02 
Pendampingan Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah perangkat 
daerah yang dilakukan  

Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian 
Reformasi Birokrasi 

32 LHP 180,000,000 

Pendampingan Asistensi, 
Verifikasi, dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 
Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan 

Pendampingan, Asistensi, 

Verifikasi, dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi 

32 LHP 180,000,000 

 

03 

Koordinasi, Monitoring 
dan Evaluasi Serta 
Verifikasi Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Korupsi 

Kab. Majene, 
Banggae, 
Baru 

Jumlah kegiatan 
koordinasi, monitoring 
dan evaluasi serta 
verifikasi pencegahan 

dan Pemberantasan 
korupsi. 

10 LHP 180,000,000 

Koordinasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi Serta 
Verifikasi 
Pencegahan dan 

Pemberantasan 
Korupsi 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi, Monitoring 

dan Evaluasi serta 

Verifikasi Pencegahan 

dan Pemberantasan 

Korupsi 

10 LHP 180,000,000 

 

04 
Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas 

Kab. Majene, 
Banggae, 

Baru 

Jumlah perangkat 

daerah yang dilakukan 

pendampingan 
asistensi dan verifikasi 
penegakan integritas 

32 LHP 

 
180,000,000 

Pendampingan, 

Asistensi dan 
Verifikasi 

Penegakan 
Integritas 

Kab. Majene, 
Banggae, Baru 

Jumlah perangkat daerah 

yang dilakukan 

pendampingan asistensi 

dan verifikasi penegakan 

integritas 

32 LHP 

 
180,000,000 

 

        
 

 8.947.357.194,76  
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Inspektorat Daerah Kab.Majene merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Majene melalui 

Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kab. Majene mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

oleh perangkat daerah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah 

Kab.Majene hanya membuat program dan kegiatan lingkup pembinaan dan 

pengawasan regular melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta 

pengembangan aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari 

masyarakat secara langsung tidak ada. Akan tetapi, masyarakat dapat mengajukan 

indikasi pelanggaranmasyarakat (pengmas) ataslaporan melalui pengaduan

tujuanpemeriksaandiadakandiuntukberlakuyangperaturanterhadap

tertentu/khusus/kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tabel 2.5. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Inspektorat Daerah Kab.Majene 

No. Program/ Kegiata Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - Dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, Inspektorat Daerah 

Kab.Majene hanya membuat program 

dan kegiatan lingkup pembinaan dan 

pengawasan regular melalui Program 

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

serta pengembangan aparatur 

pengawasan sehingga  usulan 

program dan kegiatan dari 

masyarakat secara langsung tidak 

ada. 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN 

INSPEKTORAT DAERAH KAB.MAJENE 
 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, khususnya pasal 380: ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah 

kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan 

terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota 

dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. 

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD 

kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) , sampai dengan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan 

inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal 

Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. 

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan 

atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi 

Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak 

hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan 

pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat 

sebagaimana dimaksud ayat (1). 

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan 

yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan 

ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih 

lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). 

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan 

yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak 

hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan 

pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, 

kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah 

kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah 

kabupaten/kota, pelayanan public di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah 

kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD 

kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang- 

undangan. Sementara itu. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap 

teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada 

Daerah kabupaten/kota. 

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan 

kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat 

juga diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini Inspektorat 

sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan 

nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli dan 

Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan 

Daerah (TP4D). 

Renja Kab.MajeneInspektorat Daerah  Tahun 2024 dokumenadalah

arahmisi danvisi,penjabaranyang substansinya sebagaiperencanaan

pembangunan daerah Kab.Majene yang merupakan satu kesatuan dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara 

terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai 

kebutuhan. Visi Pemerintah Kab.Majene Tahun 2016-2021 adalah “ MAJENE 

Unggul, Mandiri dan Relegius ” Sedangkan Visi tersebut menjabarakan 4 

misi yaitu : 
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Misi Pertama: Mewujudkan SDM Mejene yang unggul dan kompetitif. Misi Kedua: 

Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui Pemerintahan yang modern dan 

akuntabel. Misi Ketiga: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis 

sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Misi 

Keempat: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya dan berkearifan local. 

Dalam rangka  mewujudkan Visi  dan Misi yang berada pada Misi ke- II Bupati 

Terpilih yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemerintahan yang 

modern dan akuntabel mengimplementasikan misi tersebut dengan langkah sebagai 

berikut : 

1. dansistempelaksanaanMelakukan pengawasan terhadap  mekanisme 

peraturan perundangan pada auditan; 

2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang 

efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal; 

3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, 

berkualitas dan akuntabel; 

4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi 

pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah; 

5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan 

terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal. Faktor 

penghambat dan pendorong yang mempengaruhi Visi dan Misi kepala daerah. 

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, 

khususnya pada Misi ke-6 sangat terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat 

Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. 

Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat Daerah 

sebagai aparat pengawas berperan dalam mendukung dan mendorong 

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara 

mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk 

mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang  
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produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal 

tersebut di atas, kompetensi aparatur pengawasan di Inspektorat Daerah perlu 

ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah 

berjalan lebih efektif dan efisien. 

Visi dan misi tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat 

Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di 

atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala - kendala sebagai faktor 

penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat Daerah benar-benar 

dapat menjadi aparat pengawas yang mempunyai peran strategis dalam 

mendukung terwujudnya Kab. Majene menuju kota maju, mandiri dan berkarakter. 

Tugas Inspektorat Daerah Kab. Majene yaitu melakukan Pengawasan 

terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah 

mempunyai fungsi yaitu: 

1. Perencanaan Program Pengawasan; 

2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan; 

3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah 

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih 

kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektoratdahulu

Daerah yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2021-2026 sebagai 

berikut : 

 

A. TUJUAN 
 

Inspektorat Daerah Kabupaten Majene menetapkan tujuan strategis berdasarkan 

Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategi Inspektorat 

Daerah Kabupaten Majene merupakan bagian integral dalam proses perencanaan 

strategi organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Majene tahun 

2021-2026 maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :  
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1. Peningkatan kapasitas aparat inspektorat; 

2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 

3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja; 

4. Mewujudkan Inspektorat sebagai konsultan publik yang prima;  

 

B. SASARAN 

          Berdasarkan misi yang ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau 

dihasilkan tahun 2021-2026 adalah:  

1. Meningkatkan aparat yang mendapatkan sertifikasi jabatan fungsional auditor, 

Penga sertawas pemerintah pengembanganlatihandanpendidikanmengikuti

profesi substansi; 

2. Menurunnya jumlah OPD dengan temuan pemeriksaan;  

3. Meningkatkan OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang;  

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja baik internal maupun eksternal; 

5. Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan; 

6. Berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan pemerintah 

desa; 

7. Pengelolaan keuangan OPD dan pemerintah Kab. Majene berjalan sesuai SAP. 

Tujuan strategik Inspektorat Daerah Kab.Majene: 

a. Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel; 

b. Mewujudkan auditor yang profesional, responsif dan bermoral; 

c. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang efisien, efektif dan akuntabel; 

d. Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel. 

Guna mencapai tujuan tersebut ditetapkan pula sasaran sebagai berikut: 

a. Meningkatnya efektifitas pengawasan; 

b. Meningkatnya kamapuan aparat pengawasan internal pemerintah; 

c. Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan; 

d. Meningkatnya Pelayanan Publik yang optmal. 
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3.3 PROGRAM dan KEGIATAN 

Program kegiatan Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun 2024 mengacu pada 

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab.Majene. Program tersebut diuraikan 

dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah 

Kab.Majene yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah 

yakni :  

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

- Penyelenggaran Pengawasan Internal 

- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 

Pengawasan 

- Pendampingan dan Asistensi 

 

Untuk lebih mengetahui Rumusan Rencana Program dan InspektoratKegiatan

Daerah Kab.Majene Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

 



 

Program

Keluaran 

Sub 

Kegiatan

Keluaran 

Kegiatan

Hasil 

Kegiatan
Tolok Ukur Target

1

06 01

06 01 01

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Cakupan 

pemenuhan 

kebutuhan 

penunjang 

urusan 

pemerintahan 

daerah

100% 6,437,357,195 9,167,000,000

06 01 01 2.01

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah subkegiatan 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah yang 

dilaksanakan

Persentase 

dokumen 

perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

Perangkat Daerah 

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
7 Item 100% 84,000,000 230,000,000

06 01 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
3 Dok 12,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

35,000,000                

06 01 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
3 Dok 12,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

35,000,000                

06 01 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan RKA 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
3 Dok 10,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

35,000,000                

06 01 01 2.01 04
Koordinasi dan Penyusunan 

DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
1 Dok 20,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

35,000,000                

06 01 01 2.01 05
Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah dokumen Perubahan DPA 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
1 Dok 10,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

30,000,000                

06 01 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

& Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
2 Lap 10,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

30,000,000                

06 01 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
6 Lap 10,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

30,000,000                

06 01 01 2.02 Administrasi Keuangan

Jumlah subkegiatan 

administrasi keuangan 

perangkat daerah yang 

dilaksanakan

Persentase 

kelancaran 

administrasi 

keuangan 

Perangkat Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
 8 Item 100% 4,824,357,195 5,272,000,000

06 01 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang Yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
55 OB 4,684,357,194.76            

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

5,000,000,000           

06 01 01 2.02 02
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
30 Dok 80,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

100,000,000              

Sumber 

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif (Rp.)

Non Urusan

INSPEKTORAT

Keluaran Sub Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi Output 

Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Majene

Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.30.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.30.0000 Inspektorat

Kode

Urusan/ Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024

Catatan 

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Capaian Program



 

06 01 01 2.02 03

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
7 Dok -                                   

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

20,000,000                

06 01 01 2.02 04
Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Jumlah pelaporan akuntansi yang 

disusun

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
8 Dok -                                   

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

20,000,000                

06 01 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
1 Laporan 25,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

45,000,000                

06 01 01 2.02 06
Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Pemeriksaan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
6 Dok -                                   

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

32,000,000                

06 01 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah laporan keuangan 

bulanan/triwulanan/semesteran 

dan Laporan Koordinasi laporan 

keuangan 

bulanan/triwulanan/semesteran 

SKPD

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
5 Laporan 25,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

45,000,000                

06 01 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
1 Dok 10,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

10,000,000                

06 01 01 2.05
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Subkegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah yang 

dilaksanakan

Persentase pegawai 

lengkap 

administrasi 

kepegawaian pada 

Perangkat Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
2 Item 100% 230,000,000 1,250,000,000

06 01 01 2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas 

Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
62 Paket 80,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

450,000,000              

06 01 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
62 Org 150,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

800,000,000              

06 01 01 2.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Subkegiatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah yang 

dilaksanakan

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

administrasi umum 

Perangkat Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
4 Item 100% 397,620,000 800,000,000

06 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan Yang Disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
100 Paket 30,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

45,000,000                

06 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen bahan bacaan 

dan peraturan perundangan yang 

disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
1 Dokumen 2,000,000                        

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

5,000,000                  

06 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitas 

Kunjungan Tamu 

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
52 Lap 70,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

200,000,000              



 

  

06 01 01 2.06 09
Penyelenggaran Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah laporan rapat koordinasi 

dan konsultasi yang difasilitasi

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
455 Lap 295,620,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

550,000,000              

06 01 01 2.07

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Subkegiatan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

yang dilaksanakan

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
2 Item 100% 278,380,000 620,000,000

06 01 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit kendaraan dinas 

operasional atau lapangan yang 

disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

2 Unit 

Motor 

Aerox 

untuk Irban

67,380,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

120,000,000              

06 01 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah unit sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya yang disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
15 Unit 211,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

500,000,000              

-AC 2 Unit 12,000,000                      

-Infokus 1 Unit 19,827,064                      

-Keyboard 1 Unit 17,250,000                      

-Mic Podium 8 Unit 5,722,400                        

-Kursi Rapat Futura 30 Unit 24,042,230                      

-Kursi Rapat Pejabat 3 Unit 3,750,000                        

-Kursi Kerja 3 unit 11,053,900                      

-Lemari Arsip 3 Unit 28,041,372                      

-Printer Epson 3 Unit 6,750,000                        

-Meja 1/2 Biro 3 Unit 39,269,142                      

-Speaker 15 Inchi 2 Unit 17,206,300                      

-Scanner 1 Unit 5,000,000                        

-Laptop 3 Unit 20,700,000                      

06 01 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Subkegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

yang dilaksanakan

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan 

daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
4 Item 100% 118,000,000 285,000,000

06 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
401 Lap 25,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

35,000,000                

06 01 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan penydiaan jasa 

komunikasi, sumber daya air dan 

listrik yang disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
3 Lap 44,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

180,000,000              

06 01 01 2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan jasa 

peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
10 Lap 10,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

20,000,000                

06 01 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor yang 

disediakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
4 Lap 39,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

50,000,000                



 

  

06 01 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Subkegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

dilaksanakan

Persentase 

kendaraan dinas 

atau jabatan yang 

disediakan jasa 

pemiliharaan, biaya 

pemeliharaan dan 

pajak kendaraan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
3 Item 100% 505,000,000 710,000,000

06 01 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional dan 

Lapangan 

Jumlah kendaraan perorang dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang dipelihara dan dibayarkan 

pajak

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
16 Unit 100,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

105,000,000              

06 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara
Kab. Majene, 

Banggae, Baru
27 Unit 5,000,000                        

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

5,000,000                  

06 01 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana 

pendukung gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
2 Unit 400,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

600,000,000              

-Rehabilitasi Aula Kantor 

Inspektorat

1 Unit 

Gedung
200,000,000                    

-Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor Inspektorat

1 Unit 

Gedung
200,000,000                    

06 01 02
Program Penyelenggaraan 

Pengawasan

Persentasi LHP 

yang di 

tindaklanjuti

100% 1,730,000,000 3,500,000,000

06 01 02 2.01
Penyelenggaran Pengawasan 

Internal

Jumlah Obyek 

Pengawasan Yang 

Diaudit Secara Reguler 

Se -Kabupaten Majene

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Internal

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
174 LHP 100% 1,630,000,000 2,800,000,000

06 01 02 2.01 01
Pengawasan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
90 LHP 200,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 02 2.01 02
Pengawasan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Keuangan 

Pemerintah Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
67 Lap 200,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Reviu 

Laporan Kinerja

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
30 Lap 230,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Reviu 

Laporan Keuangan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
32 Lap 250,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa
Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Desa

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
62 Lap 200,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              



 

  

06 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
Jumlah Kesepakatan Pengawasan 

Internal Yang Terbentuk

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

32 

Kesepakata

n

400,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

700,000,000              

06 01 02 2.01 07

Monitoring dan Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Jumlah Dokumen Hasil 

Monitoring dan Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
15 Dok 150,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 02 2.02
Penyelenggaran Pengawasan 

Dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Tingkat 

Pelayanan Publik 

Terhadap Perangkat 

Daerah, Pengaduan 

Masyarakat dan 

Pemerintah Desa Yang 

di Terbitkan

Cakupan Pelayanan 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 

Dengan tujuan 

tertentu

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
50 LHP 100% 100,000,000 700,000,000

06 01 02 2.02 01
Penanganan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah

Jumlah Laporan Penyelesaian 

Kerugian Negara/Daerah Yang 

Ditangani

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
15 Lap 50,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 02 2.02 02
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu

Jumlah Laporan Hasil 

Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
10 Lap 50,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 03

Program Perumusan 

Kebijakan, Pendampingan dan 

Asistensi

Persentase 

pembinaan yang 

dilakukan 

terhadap obyek 

pemeriksaan

100% 780,000,000.00 1,480,000,000.00

06 01 03 2.01

Perumusan Kebijakan Teknis 

di Bidang Pengawasan dan 

Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Hasil Audit 

Yang Diterbitkan

Penguatan APIP 

dan Implementasi 

SAKIP & RB secara 

komprehensif

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
10 Laporan 100% 60,000,000 80,000,000

06 01 03 2.01 01
Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Teknis di Bidang Pengawasan 

yang disusun

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

32 

Rekomenda

si

30,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

40,000,000                

06 01 03 2.01 02
Perumusan Kebijakan Teknis di 

Bidang Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Teknis di Bidang Fasilitasi 

Pengawasan yang disusun

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

32 

Rekomenda

si

30,000,000                      

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

40,000,000                

06 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
Persentase 

Pengawasan Yang 

Dilakukan

Persentase 

Pendampingan dan 

Asistensi Yang 

Dilaksanakan

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
96 LHP 100% 720,000,000.00 1,400,000,000

06 01 03 2.02 01
Pendampingan dan Asistensi 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Perangkat Daerah 

Pendampingan dan Asistensi 

Urusan Pemerintahan Daerah

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

22 

Perangkat 

Daerah

180,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 03 2.02 02

Pendampingan Asistensi, 

Verifikasi, dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat Daerah 

Pendampingan Asistensi, 

Verifikasi, dan Penilaian 

Reformasi Birokrasi

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

32 

Perangkat 

Daerah

180,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              



 

06 01 03 2.02 03

Koordinasi, Monitoring dan 

Evaluasi Serta Verifikasi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Jumlah Kegiatan Koordinasi 

Monitoring dan Evaluasi Serta 

Verifikasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi

Kab. Majene, 

Banggae, Baru
10 Kegiatan 180,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

06 01 03 2.02 04
Pendampingan, Asistensi dan 

Verifikasi Penegakan Integritas

Jumlah Perangkat Daerah Yang 

Dilakukan Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi 

Penegakan Integritas

Kab. Majene, 

Banggae, Baru

32 

Perangkat 

Daerah

180,000,000                    

Dana 

Transfer 

Umum-Dana 

Alokasi 

Umum

350,000,000              

8,947,357,194.76 14,147,000,000

10,582,619,063               

Pagu 8,947,357,194.76     

Sisa pemelihaar -                          
4,803,357,194.76     pegadaan

119,000,000             Gaji sppd 4,803,357,194.76     
pemriksan

Di luar gaji gaji 4,100,000,000
Listrik bimtek 44,000,000.00          

KETERANGAN :

INSPEKTUR,

ANDI AMRAN. SH.,MH

Nip.19641231 199403 1 002

TOTAL

Majene,                                   2023
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

INSPEKTORAT DAERAH KAB.MAJENE 

 

4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah 

Program kegiatan Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun 2024 mengacu pada 

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kab.Majene. Program tersebut diuraikan 

dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah 

Kab.Majene yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat 

Daerah yakni :  

d. Program Penyelenggaraan Pengawasan 

e. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 

Bentuk konkrit kegiatan pokok terkait dengan program diatas diwujudkan dalam 

bentuk kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 

Kegiatan ini adalah merupakan penjabaran dari tugas pokok dari Inspektorat 

Daerah Kabupaten Majene selaku aparat pengawas internal di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Majene berupa pemeriksaan rutin yang 

dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2024, direncanakan akan dilakukan 

pemeriksaan antara lain: 

a. Pemeriksaan Komprehensif 

b.  Evaluasi Kegiatan 

2. Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 

Kegiatan ini terdiri dari rangkaian kegiatan koordinasi pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi aparat pengawasan 

baik internal maupun eksternal serta melakukan pemantauan tindak lanjut 

hasil temuan pengawasan. 

3. Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan APIP yang dilaksanakan secara berkala melalui Rapat 

Koordinasi Pengawasan. 

4. Kegiatan evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Kegiatan ini merupakan agenda audit pemerintah daerah dalam rangka 

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Program 
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Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

5. Kegiatan Monitoring Pengawasan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam 

rangka memonitoring kegiatan yang akan maupun yang sedang 

dilaksanakan oleh semua SKPD lingkup pemerintah kota Parepare dalam 

rangka meminimalisir adanya penyelewengan dan deteksi dini terhadap 

pelaksanaan kegiatan pada SKPD. 

6. Kegiatan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

Kegiatan Reviu RKA pada SKPD dilaksanakan dalam rangka memberikan 

keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa 

informasi dalam RKA SKPD sesuai dengan RKP, Renja dan Pagu Anggaran 

serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dok pendukung RKA 

sehingga dapat meminimalisasi adanya kekeliruan dalam pelaksanaan 

anggaran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan 

anggaran-anggaran yang tidak mendukung tupoksi. 

7. Reviu LAKIP Kabupaten 

PemerintahLAKIPterhadapReviupelaksanaanKegiatan ini meliputi

Kabupaten Majene; 

8. Reviu RKPD 

9. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

10. Evaluasi Kinerja LPPD 

11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

12. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 

13. Evaluasi SPIP 

14. Evaluasi PPRG 

15. Evaluasi Pelayanan Publik 

16. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan 

17. Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi 

18. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi 

19. Verifikasi LHKASN 

20. Penilaian Zona Integritas 

21. Survey Penilaian Integritas Tahun 2023 

22. Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur 
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pengawasan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan partisipatif dengan mengutus aparat 

pengawasan dan tenaga pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Majene 

untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) dan Ujian sertifikasi JFA, serta kegiatan pendidikan dan 

pelatihan lainnya terkait dengan bidang pengawasan. 

23. Kegiatan Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan 

internal pemerintah (APIP) 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan oleh APIP lain baik dari 

BPKP maupun dari Inspektorat Provinsi dalam melakukan beberapa kegiatan 

pengawasan yang dianggap perlu untuk dilakukan pendampingan, antara 

lain: 

a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

b. Evaluasi Lakip SKPD 

c. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 

24. Peningkatan Kapabilitas APIP 

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan penyusunan dok terkait kapabilitas APIP 

dan sekaligus melaksanakan penilaian mandiri dalam rangka penilaian 

kapabilitas APIP dan dievaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi 

Barat. 

25. Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi 

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan Sosialisasi terhadap seluruh SKPD dalam 

rangka penerapan dan pengawasan Kawasan Bebas Korupsi. 

26. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat 

Kegiatan ini juga merupakan penjabaran dari tugas pokok Inspektorat 

Daerah Kabupaten Majene selaku aparat pengawas internal di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Majene berupa pemeriksaan yang bersifat 

insidentil/khusus sesuai dengan kebutuhan/permintaan. 

Selain dari program dan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
Inspektorat Daerah Kabupaten Majene, terdapat pula program penunjang yang terdiri dari: 



 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Untuk Program kapasitas sumber daya aparatur ditujukan untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam dalam rangka 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat 

Daerah Kabupaten Majene yang terdiri dari kegiatan: 

1. Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Formal; dan 

2. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 

Untuk Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja keuangan ditujukan untuk meningkatkan peningkatan 

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dalam dalam 

rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Inspektorat Daerah Kabupaten Majene yang terdiri dari kegiatan: 

1. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 

2. Kegiatan penyusunan Anggaran SKPD; 

3. Kegiatan penyusunan Renja SKPD; 

4. Kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD; dan 

Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. 

 

 

 

 

  
 

Rencana Kerja (RENJA) 
Inspektorat Daerah Kab.Majene Tahun 2024 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

kinerjaRencana Kab.MajeneDaerahInspektorat  selain menjadi pedoman 

pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana 

peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program 

kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, 

sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan 

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan 

manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah 

yang lebih baik dimasa datang. 

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam 

bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat 

Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD, disesuaikan 

dengan visi misi pembangunan Kab.Majene tahun 2016-2021, perhitungan 

kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan 

dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kab.Majene. 

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kinerja ini diharapkan setiap unsur 

aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program 

dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan 

dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat 

Daerah Kab.Majene dalam mendukung pencapaian visi Kab.Majene. 

 
INSPEKTUR DAERAH, 

 

 
 
 
 

ANDI AMRAN, SH.,MH 
Pangkat  : Pembina Utama Muda 
NIP         : 19641231 199403 1 002 
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